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Abstract. Indonesia's national education system is currently undergoing a complex transition amid the demands of globalization, 
technological advancements, and public expectations for a more relevant and inclusive system. This study aims to analyze adaptive 
and inclusive strategies in building a sustainable national education system. The method used is a qualitative literature study with 
a thematic analysis approach to policy documents, scientific articles, and relevant institutional reports. The findings indicate that 
although policies such as *Merdeka Belajar* have been initiated to improve the quality and equity of education, their implementation 
still faces several challenges, including disparities in teacher quality, limited infrastructure, and digital gaps between regions. 
Furthermore, 21st-century competency-based education has not yet been fully integrated into the existing learning system. This 
research emphasizes the importance of a holistic, flexible, and data-driven approach to educational reform in order to address the 
multidimensional challenges currently faced. The implications of these findings highlight the need to strengthen collaboration between 
the government, society, and other stakeholders in designing educational strategies that are responsive to changing dynamics and 
oriented toward long-term equity and sustainability. 
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Abstrak. Pendidikan nasional Indonesia saat ini berada dalam masa transisi yang kompleks di tengah tuntutan 
globalisasi, perkembangan teknologi, dan harapan masyarakat akan sistem yang lebih relevan dan inklusif. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptif dan inklusif dalam membangun sistem pendidikan 
nasional yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan analisis 
tematik terhadap dokumen kebijakan, artikel ilmiah, dan laporan institusi terkait. Hasil kajian menunjukkan 
bahwa meskipun kebijakan seperti Merdeka Belajar telah diinisiasi untuk meningkatkan mutu dan pemerataan 
pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketimpangan kualitas tenaga 
pendidik, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan digital antarwilayah. Selain itu, pendidikan berbasis 
kompetensi abad ke-21 belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pembelajaran yang ada. Penelitian ini 
menegaskan pentingnya pendekatan reformasi pendidikan yang holistik, fleksibel, dan berbasis data untuk 
menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi saat ini. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan 
kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi 
pendidikan yang responsif terhadap dinamika perubahan dan berorientasi pada pemerataan serta keberlanjutan 
jangka panjang. 
 
Kata kunci: Adaptif, Inklusif, Sistem Pendidikan. 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri 
dengan perubahan zaman yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan 
masyarakat akan sistem pendidikan yang inklusif dan relevan. Kebijakan Merdeka Belajar 
yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
bertujuan untuk mentransformasi sistem pendidikan agar lebih fleksibel, berpusat pada 
peserta didik, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, implementasi kebijakan 
ini menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) 
pendidik, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan digital antarwilayah. 
 
Dalam karyanya,  Daryanto (2020) menunjukkan bahwa meskipun Merdeka Belajar memiliki 
potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelaksanaannya masih terkendala 
oleh berbagai faktor. Misalnya, kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru 
masih rendah, terutama di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap pelatihan 
dan teknologi. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang tidak merata juga menjadi hambatan 
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serius dalam mencapai pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Menurut 
Mulyani & Hanani (2023), pendidikan   harus   mampu   mengakomodasi   perubahan-
perubahan   ini   dan   memberikan pengetahuan  yang  relevan  untuk  mendukung  
kemampuan  masyarakat  dalam  menghadapi tantangan global. 
 
Dalam dunia yang  semakin  terhubung  ini,  pendidikan  menjadi  salah  satu  cara  untuk  
mempersiapkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pasar global, memahami 
perkembangan teknologi, serta belajar mengenai budaya dan sistem kerja asing (Basri, 2023). 
Dalam konteks ini, pendidikan harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan   ini 
dan memberikan pengetahuan  yang  relevan  untuk  mendukung  kemampuan  masyarakat  
dalam  menghadapi tantangan global. Pendidikan yang responsif akan membantu 
membentuk generasi yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing di era globalisasi. Selain itu, 
pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi 
digital menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam kurikulum (Ginanjar & Purnama, 
2023). 
 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana strategi adaptif dan inklusif dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan 
dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar serta membangun sistem pendidikan nasional 
yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut, mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengatasinya, 
serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti guna memperkuat sistem 
pendidikan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. 
 
Implementasi strategi adaptif dan inklusif dalam kebijakan Merdeka Belajar dapat mengatasi 
tantangan yang dihadapi dan membangun sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan. 
Penelitian ini memiliki keunikan dalam mengintegrasikan analisis tantangan implementasi 
kebijakan Merdeka Belajar dengan pendekatan strategi adaptif dan inklusif. Selain itu, 
penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti empiris 
untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan 
kebijakan pendidikan di Indonesia. 
 
METODE 

Penelitian ini merupakan studi literatur kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji dokumen 
kebijakan, artikel ilmiah, dan laporan institusi terkait pendidikan nasional Indonesia. Data 
dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder yang valid, termasuk dokumen resmi 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta jurnal ilmiah nasional dan 
internasional yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (Widyastuti et al., 2023). 
Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti 
“Merdeka Belajar,” “strategi adaptif pendidikan,” “pendidikan inklusif,” dan “sistem 
pendidikan berkelanjutan.” Kriteria pemilihan sumber data didasarkan pada relevansi isi, 
keabsahan sumber, serta keterbaruan data untuk memastikan hasil kajian yang mutakhir dan 
akurat. 
 
Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis tematik yang dimulai dengan pembacaan 
menyeluruh terhadap dokumen untuk memahami konteks dan isi. Selanjutnya, data diberi 
kode untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti tantangan implementasi kebijakan, 
strategi adaptif, dan inklusif dalam pendidikan nasional. Tema-tema tersebut kemudian 
disintesiskan menjadi narasi analisis yang koheren dan sistematis untuk menjawab rumusan 
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masalah penelitian. Peneliti secara aktif berperan dalam proses seleksi dan interpretasi data, 
serta melakukan triangulasi dengan berbagai sumber guna meningkatkan validitas dan 
kredibilitas hasil penelitian. Validasi juga dilakukan dengan membandingkan temuan dengan 
teori dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar penguatan analisis. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Strategi Adaptif dalam Menjawab Tantangan Sistem Pendidikan Nasional 
Hasil  studi  literatur  memperlihatkan  bahwa kebijakan pemerintah  menjadi  faktor  
dominan  dalam  menentukan  arah  perkembangan  pendidikan. Sebagaimana   dikemukakan   
oleh Islamiyah (2022), kebijakan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan 
lokal dan berbasis bukti dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Temuan penelitian 
Mbato & Sungging (2022) menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu terpusat cenderung 
gagal merespons keragaman kontekstual antar daerah, sehingga mendorong perlunya    
desentralisasi kebijakan pendidikan. Di Indonesia, implementasi program desentralisasi  
melalui otonomi daerah masih menghadapi  tantangan  dalam  bentuk  kapasitas kelembagaan 
dan kesenjangan sumber daya antar wilayah. 
 
Transformasi sistem pendidikan nasional Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar 
merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap tantangan global. 
Hal ini sejalan dengan temuan Daryanto (2020) yang menilai bahwa strategi ini dirancang 
agar satuan pendidikan memiliki fleksibilitas dalam mengelola kurikulum, metode 
pembelajaran, dan asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi lokal. 
Fleksibilitas ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai bentuk perubahan sosial, 
perkembangan teknologi, dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Namun, adaptasi tersebut 
belum berjalan optimal di seluruh daerah karena tidak semua satuan pendidikan memiliki 
kapasitas yang setara. Sahlberg (2021) menggambarkan bagaimana sebuah negara Nordik 
kecil membangun sistem sekolah yang menyediakan akses ke pendidikan kelas dunia bagi 
semua kaum mudanya. 
 
Tidak dapat dipungkiri, tantangan akses terhadap infrastruktur masih besar di wilayah-
wilayah terpencil. Rachmadtullah et al. (2020) menekankan bahwa pelatihan tanpa dukungan 
perangkat dan konektivitas hanya akan memberikan dampak yang minim. Salah satu 
tantangan utama dalam pelaksanaan strategi adaptif ini adalah ketimpangan kualitas guru. 
Guru merupakan aktor kunci dalam penerapan kebijakan ini, namun kualitas dan kesiapan 
mereka sangat bervariasi. Di wilayah perkotaan, guru lebih mudah mengakses pelatihan, 
sumber daya digital, dan komunitas belajar profesional. Sebaliknya, guru di wilayah 3T masih 
menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk dalam hal pelatihan kurikulum merdeka, literasi 
digital, dan pedagogi kontekstual (Joko, 2020). Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan 
implementasi yang cukup besar di lapangan. 
 
Selain kualitas guru, masalah besar lainnya adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan. 
Temuan literatur menunjukkan bahwa banyak sekolah, terutama di luar Pulau Jawa, masih 
kekurangan sarana dasar seperti ruang kelas layak, laboratorium, perpustakaan, dan akses 
internet (Rahman & Putri, 2023). Infrastruktur yang tidak memadai menghambat 
pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dan digital yang menjadi inti kebijakan Merdeka 
Belajar. Di sisi lain, pemerintah pusat cenderung meluncurkan program digitalisasi tanpa 
pemetaan kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh di tingkat lokal (Ginanjar & Purnama, 
2023). Pemerintah dan pihak terkait harus terus berupaya mengatasi kesenjangan dalam hal 
akses pendidikan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, agar pendidikan yang 
diberikan benar-benar merata dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh 
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masyarakat (Ayuningtyas, 2021). Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan 
pendidikan yang diambil mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif serta 
sensitif terhadap perbedaan sosial, budaya, dan geografis di Indonesia. 
 
 

 

Gambar 1. Akses Internet di Sekolah Menurut Wilayah (2023) 
Sumber: Kemendikbudristek (2023), World Bank (2022) 

 
Integrasi   teknologi   juga   terkait   erat   dengan   infrastruktur.   Delgado   et   al.   (2020) 
menegaskan bahwa sekolah dengan jaringan internet stabil dan perangkat digital yang 
memadai menunjukkan  peningkatan  hasil  belajar  hingga  20%.  Namun,  studi  oleh  
Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi sekolah di Indonesia masih 
terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Delgado et al. (2020) menekankan bahwa  
keterhubungan  digital  yang  stabil  memiliki  korelasi  positif terhadap  peningkatan  hasil  
belajar  siswa.  Sayangnya,  digitalisasi  pendidikan  di  Indonesia masih  terkonsentrasi  di  
wilayah  perkotaan,  sebagaimana  diungkap  oleh  Kemendikbudristek (2023).   Kondisi   ini   
menciptakan   kesenjangan   digital   antarwilayah   danmemperburuk ketidaksetaraan dalam 
pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, integrasi teknologi ke dalam sistem  pendidikan  
harus  diperlakukan  tidak  hanya  sebagai  strategi  pedagogis,  tetapi  juga sebagai agenda 
pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan. 
 
Kebijakan yang bersifat adaptif semestinya mempertimbangkan keberagaman konteks 
geografis dan sosial budaya. Namun, dalam praktiknya, strategi adaptasi sering kali masih 
menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua (one size fits all), yang kurang sesuai 
dengan kondisi lapangan. Banyak guru dan kepala sekolah menyatakan kesulitan dalam 
menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal karena minimnya pedoman operasional, 
dukungan pelatihan, dan pendampingan dari dinas pendidikan daerah. Hal ini menunjukkan 
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lemahnya koordinasi vertikal antara pusat dan daerah dalam mengawal implementasi 
kebijakan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun mekanisme komunikasi dua arah yang 
memungkinkan masukan dari daerah menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan di 
tingkat pusat. Selain itu, pelibatan aktif pemerintah daerah dalam perencanaan dan evaluasi 
kebijakan akan memperkuat rasa kepemilikan serta meningkatkan efektivitas implementasi di 
tingkat akar rumput. 
 
Dari sisi konten pembelajaran, kompetensi abad ke-21 yang menjadi landasan kebijakan ini 
belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem pembelajaran di kelas. Banyak guru masih 
mengandalkan pendekatan ceramah dan berorientasi pada hasil ujian, karena kurang 
memahami strategi pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Kurangnya modul, 
sumber belajar terbuka, serta model asesmen alternatif menyebabkan pelaksanaan 
kompetensi kritis, kreatif, dan digital hanya terbatas pada level perencanaan. Akibatnya, 
pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi 
belum optimal terjadi di ruang kelas. Diperlukan dukungan konkret berupa pelatihan 
berkelanjutan, pendampingan profesional, dan penyediaan sumber daya pembelajaran yang 
kontekstual untuk mendorong transformasi pedagogi secara menyeluruh. 
 
Literatur juga menunjukkan bahwa fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah tidak serta-
merta disambut baik oleh semua sekolah. Sebagian kepala sekolah merasa ragu mengambil 
keputusan karena minimnya kapasitas manajerial dan lemahnya dukungan supervisi. Dalam 
konteks ini, strategi adaptif perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan 
kepemimpinan pendidikan. Tanpa hal ini, otonomi dalam pengambilan kebijakan justru 
dapat memperlebar kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Penguatan ini mencakup 
pelatihan berkelanjutan, pendampingan profesional, serta pengembangan jejaring antar 
sekolah untuk berbagi praktik baik. Selain itu, diperlukan sistem monitoring yang tidak 
bersifat mengontrol secara kaku, tetapi mendorong refleksi dan perbaikan berkelanjutan di 
tingkat sekolah. 
 
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adaptif hanya akan 
efektif apabila dibarengi dengan upaya penguatan sistem pendukung secara menyeluruh. Hal 
ini mencakup peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, perbaikan infrastruktur, serta 
kebijakan berbasis bukti yang mempertimbangkan keragaman lokal. Oleh karena itu, 
pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan implementasi Merdeka Belajar agar benar-benar 
kontekstual, bertahap, dan berbasis pada kapasitas nyata satuan pendidikan di lapangan. 
Peningkatan kapasitas, di sisi lain, tidak hanya terbatas pada pelatihan teknis, tetapi juga 
mencakup penguatan kepemimpinan sekolah, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan 
pengembangan inovasi berbasis komunitas.  
 
Dengan demikian, strategi adaptif dalam pendidikan tidak boleh dipahami secara sempit 
sebagai sekadar pelimpahan kewenangan atau bentuk desentralisasi kurikulum kepada 
pemerintah daerah atau satuan pendidikan. Lebih dari itu, strategi ini harus dipandang sebagai 
sebuah kerangka kebijakan yang holistik, yang menempatkan dukungan sistemik, 
pemahaman terhadap konteks lokal, serta upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas 
tenaga pendidik dan lembaga pendidikan sebagai pilar utama keberhasilannya.Dukungan 
sistemik mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, regulasi yang responsif, serta 
mekanisme pemantauan dan evaluasi yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah. 
Sementara itu, pemahaman terhadap konteks lokal menuntut pengakuan atas keragaman 
sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang memengaruhi proses belajar-mengajar di 
berbagai wilayah Indonesia. 
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Pendekatan Inklusif sebagai Pilar Keberlanjutan Pendidikan Nasional 
Pembangunan sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada 
strategi adaptif, tetapi juga menuntut adanya pendekatan yang inklusif. Inklusivitas dalam 
pendidikan berarti bahwa seluruh peserta didik, tanpa terkecuali, harus memperoleh akses 
yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Namun, dari hasil kajian, tampak bahwa 
pendekatan inklusif dalam kebijakan pendidikan nasional masih belum sepenuhnya 
operasional di berbagai wilayah. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak dari 
keluarga miskin, dan komunitas adat masih mengalami berbagai hambatan dalam mengakses 
layanan pendidikan yang layak. 
 
Salah satu persoalan utama dalam mewujudkan inklusivitas adalah belum adanya kerangka 
kerja operasional yang komprehensif pada tingkat satuan pendidikan. Banyak sekolah belum 
memiliki sistem yang mendukung pembelajaran diferensiatif, ruang inklusi, atau guru yang 
memiliki keahlian dalam pendidikan khusus (Budianto, 2023). Ketiadaan sarana tersebut 
menyebabkan banyak anak dengan kebutuhan khusus terpaksa tidak melanjutkan pendidikan 
atau menjalani proses belajar yang tidak optimal. Ini menjadi bukti bahwa pendekatan inklusif 
belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat mikro. Selain itu, 
kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sekolah dalam penyediaan layanan 
inklusif turut memperparah ketimpangan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 
Untuk menjadikan inklusivitas sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, diperlukan 
komitmen anggaran, regulasi yang jelas, serta dukungan teknis yang berkelanjutan bagi 
sekolah-sekolah di seluruh wilayah. 
 
Selain masalah fasilitas, pendekatan inklusif juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi 
masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Sayangnya, banyak 
kebijakan pendidikan masih bersifat top-down dan tidak melibatkan masyarakat secara 
bermakna. Kurangnya dialog antara pemerintah dan komunitas pendidikan menyebabkan 
kebijakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Rahmat (2021) menyatakan bahwa 
ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, maka rasa kepemilikan terhadap program 
pendidikan pun menurun, yang berdampak pada lemahnya keberlanjutan pelaksanaan. 
 
Dalam konteks digitalisasi pendidikan, pendekatan inklusif juga belum sepenuhnya diadopsi. 
Sebagian besar program digitalisasi masih menyasar sekolah dengan kesiapan infrastruktur, 
sementara daerah tertinggal tertinggal dalam agenda ini. Akibatnya, kesenjangan digital terus 
melebar dan menyebabkan ketimpangan hasil belajar. Padahal, teknologi dapat menjadi alat 
yang sangat efektif untuk menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan, asalkan 
dirancang dengan pendekatan keadilan sosial. Untuk itu, kebijakan digitalisasi perlu disertai 
dengan peta jalan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah tertinggal dan 
kelompok rentan. Selain itu, penting untuk melibatkan komunitas lokal dalam proses 
perancangan dan implementasi teknologi agar solusi yang dihasilkan benar-benar kontekstual 
dan berkelanjutan. 
 
Literatur juga menunjukkan bahwa inklusivitas tidak hanya terkait akses, tetapi juga 
mencakup penerimaan dan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar. Sistem asesmen 
yang seragam, kurikulum yang tidak fleksibel, dan minimnya pelatihan guru tentang 
keberagaman kerap menjadi hambatan dalam menciptakan iklim belajar yang mendukung 
semua peserta didik (Firman & Gunawan, 2023). Dalam banyak kasus, siswa dari latar 
belakang marginal cenderung memiliki hasil belajar yang lebih rendah bukan karena 
kemampuan mereka, tetapi karena sistem pendidikan yang tidak inklusif. Oleh karena itu, 
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penting untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi dan 
menyesuaikan dengan kebutuhan serta potensi setiap peserta didik. Guru perlu dibekali 
dengan kompetensi yang memadai untuk mengelola keberagaman di kelas secara efektif dan 
empatik. Selain itu, revisi kebijakan asesmen harus mempertimbangkan variasi kemampuan 
dan konteks sosial peserta didik agar evaluasi hasil belajar menjadi lebih adil dan bermakna. 
 
Keterlibatan lintas sektor menjadi elemen penting dalam penguatan strategi inklusif (Kartika 
et al., 2023). Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri; peran organisasi masyarakat sipil, 
lembaga non-profit, sektor swasta, dan keluarga sangat dibutuhkan. Kolaborasi ini harus 
difasilitasi melalui kebijakan yang mendukung, pendanaan yang memadai, dan sistem 
koordinasi yang efektif. Tanpa adanya sinergi antar pemangku kepentingan, inklusivitas 
hanya akan menjadi jargon yang sulit diwujudkan. Untuk itu, perlu dibangun ruang dialog 
yang terbuka dan partisipatif agar setiap pihak dapat menyuarakan kebutuhan serta 
kontribusinya secara setara. Pendekatan kolaboratif ini juga harus dilandasi oleh komitmen 
bersama untuk menjadikan inklusi sebagai prinsip dasar dalam setiap kebijakan dan praktik 
pendidikan. 
 
Membangun pendidikan inklusif juga membutuhkan pendekatan berbasis data. Sistem 
informasi pendidikan harus mampu memetakan kelompok rentan dan kondisi real di tiap 
daerah secara akurat, agar intervensi bisa lebih tepat sasaran. Dengan data yang baik, 
perencanaan menjadi lebih responsif dan efisien. Ketiadaan data yang memadai selama ini 
menjadi hambatan besar dalam mendesain program inklusi yang efektif. Oleh karena itu, 
penguatan kapasitas pengelolaan data di tingkat lokal menjadi sangat penting. Selain itu, 
kolaborasi antarinstansi juga diperlukan untuk memastikan integrasi dan keterpaduan data 
yang mendukung pengambilan keputusan. 
 
Dengan demikian, inklusivitas adalah fondasi utama bagi keberlanjutan pendidikan. Sistem 
yang tidak inklusif akan terus memproduksi ketimpangan dan memperkuat siklus eksklusi 
sosial. Oleh karena itu, strategi pendidikan nasional harus secara eksplisit memasukkan 
pendekatan inklusif sebagai elemen inti, bukan sebagai tambahan. Inklusivitas harus dijadikan 
prinsip dalam setiap kebijakan, program, dan praktik pendidikan jika Indonesia ingin 
mencapai pembangunan pendidikan yang benar-benar berkelanjutan. Inklusivitas juga harus 
dimaknai secara luas, mencakup akses, partisipasi aktif, serta hasil belajar yang setara bagi 
semua kelompok, tanpa diskriminasi. Hal ini menuntut keberanian untuk mereformasi sistem 
yang masih bias terhadap kelompok mayoritas dan kurang responsif terhadap keragaman 
kebutuhan peserta didik. Hanya dengan komitmen yang kuat dan konsisten dari semua 
pemangku kepentingan, visi pendidikan yang adil dan berkelanjutan dapat benar-benar 
terwujud. 
 
SIMPULAN  
Dalam menghadapi tantangan pendidikan di era global yang kompleks dan terus berubah, 
dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan kontekstual. Dua 
pendekatan yang semakin relevan dalam konteks ini adalah strategi adaptif dan inklusif. 
Strategi adaptif dan inklusif merupakan pendekatan kunci dalam membangun sistem 
pendidikan nasional yang berkelanjutan di Indonesia. Strategi adaptif perlu didukung oleh 
penguatan kapasitas guru, pemerataan infrastruktur, serta kebijakan yang responsif terhadap 
keragaman konteks lokal. Sementara itu, pendekatan inklusif harus diwujudkan melalui 
perluasan akses pendidikan, penerimaan terhadap keberagaman, dan partisipasi aktif semua 
pemangku kepentingan. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi kedua 
pendekatan tersebut dalam satu kerangka analitis yang menyeluruh, yang sejauh ini belum 
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banyak dikaji secara terpadu dalam literatur sebelumnya. Oleh karena itu, disarankan agar 
reformasi pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada aspek struktural, tetapi juga 
menekankan transformasi paradigma menuju sistem yang berbasis bukti, partisipatif, dan 
inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Penelitian lebih lanjut perlu 
diarahkan pada studi longitudinal mengenai efektivitas kebijakan pendidikan di berbagai 
konteks lokal, serta eksplorasi mendalam terhadap dampak integrasi teknologi terhadap hasil 
belajar, khususnya di daerah terpencil. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional dapat 
terus diperkuat untuk mendorong transformasi yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing 
global. 
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